
BUPATILAMANDAU 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR 24 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL/ 
INTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

a . bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, 
pejabat wajib menindaklanjuti rekom endasi dalam 
laporan hasil pemeriksaan; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat 
n l"'\O'rl"'.l'h 
..._,CAV'.LCA..L.L Vin.jib mela.ksanakan Tindak Hasil 
Pembinaan dan Pengawasan yang dikoordina sikan oleh 
W akil Kepala Daerah bersama Inspektorat; 

c. bahwa pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Eksternal dan Internal harus dilaksanakan secara 
optimal dan memadai; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal pada 
Pemerintah Kabupaten Lamandau; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi , Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
D o,...,..._ ho-,.,t,, l{r'\Y"' Kr'\ 'h. ... "1'9"'\aton Kl""\t~'9"'\<Yrt,'1""\ K') h, "1'9""\,~'to'Y\ S 0""''1."1'\.1"""¥'11 
.J.. \,,,,J...&..&.• ... "..,..L..LI...U.L «;.A.L ..&. .L CA.UU.p . \..\,.,,.&. .L CAt...Li,&.f:,CA..J...L' ..L CA VU..t-'CA.\..V' .&..L VJ. U.J CA.J...J. 1 



Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung !\.1as, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung J awab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Ir!donesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Nog,:,ra Po.--,,1--lik r,..,,-1,.,.,...,.,sia l\To.....,,.,..,.. 4'"'~d\· 

\,., tA..t. ..1..\.\,.,,t-''-A..V.&..I..I_ ..l..l..1.""6V.1..1.V .l. ..l. " 1...1...1.v..1. VV ' /, 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
l\Tog...,,....., Do.--11hlil( {...,,-10"' "'3; .... l\l,-,.,..,-,o,.. c:.537, S""b...,,....,...;......,...,,..,..., 
.i.'I\,., CA....1.CA. .1.'-V}-'1.A.VJ...1. ..l...&..1.U ..l..l. V ..Le.A.. .,1.,v.1.1.J.. .l V f }J V <-45lA..J.J..L J..(.A.LJ.U. 

telah diubah beberapa kali teralmir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Ir!donesia Ta.½.un 2015 Nomor 58, Tamb~ha.l"l Lembara.l"l 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara 
Popnhlilr Tnd,-,..-.os;a l\T,-,.n,or C:.hQ 1 \ · 
.6.'-V \..t.V.A..&..l.'I.. .l..i V .LLV L .1.~V.t..1..1. .L VV .LJ, 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
1 a.....,,...'h,,....,...n--. l\Ton-1"\-n DoT"lo'llhl~lr T,.....,-1<""--,os;,,, l\T<"'-A~ 6':tf1'1'· 
LJv.L .. lA. V GLlGLl J. &. "l \,.,f:,GLlGL .1.'\.\,,,J:-'U.U.L.l. ~ J...LJ..UV J.J. \,,, .1CA.. ..&.'IV.&.J...l..VJ. V~£JJJ 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralmir dengan 
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Menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubfu11a..~ l\tas Peraturch-vi ~.1enteri Dalfu~ I'!egeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil 
Negara Dan Reformasi Bi:rok:rasi Nomor 42 T~l-iun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar 
Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern 
Pemerin tah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
to..-,t"'"""' Oo..,-,'ho.,...t.,k.-,.... O...orh ,lc u,,1,.,,m nao~,.,'h ro .. ~;+,., 
l.VJ.J.i..GLLJ.5 ..1. \..,.1..1..1.V\.,,J.J.l.\A.. CU.J. .&. .I. U.\A..J. ..LJ.U. \.'-A. .L.1. .J...J \.,J.CA...l.J. \.LIVJ..1.l.CA.. 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tenta.ng Pembentuka..11 Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Nomor 157); 

13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Hasil Pemerilcsaan Badan Pemerilcsa Keuang8..L-.,.; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daer~½ Kabupaten L~mandau Tahun 2016 Nomor 145, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Nomor 192); 

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
o,,....,..,h,,. ..... t,ut,-,,..,... Dr-r-d11k µ,,k11n-, n,,,,,..,.,,,1--, (T o -n,b-=>r-=>,Y> n,:,or,:,h 
.L V.L.L.&."-'V.L.&.\. ..l.'lt..'-'--1..4 .L ..._'-' '-"".I.. ..L..L\.,4,..,,_ ""'4...A..L.6. '-"""'-'-'.A.~.L \J,J'-'4.L.t.. ~........,...&,. A.-''-4-4"""-4.L 

Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Nomor 217); 

16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 
+-o.-+-n'Y'\N Ko~,,,.:t,,1,"..-,. S"S'' __ '"'_ n ,~(Yr\-~sasi 'T',, ,:v,....s D'"'l'Al r 
l.\..,J.J.I.Gl.J.J.5 .1. \,,.,U.UU.1.A.J."-CA-1.J.' '-'- UJ...1.0-...LJ. '-".1.f:,OJ..1..l .1., .1. U S,CA.. .L VJ."t..V \. 

Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau (Berita 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 475); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK 
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL/INTERNAL 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 



BABI 
KE,TENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2 . Pemerintahan Daerah adala..ti penyelenggaraan urusa.n pemerinta..1-ian daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepaJa daerah sebaga.i unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4 . Bupati adalah Bupati Lamandau. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau. 
6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

7 . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disebut BPKP adalah 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

8. Inspektorat Jenderal adalah Inspektora t Jenderal Kementerian. 
9. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. 
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamandau. 
11 . Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamandau. 
12 . Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. 
13 . Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan 

Hasil Pemeriksaan Internal (Aparat Pengawas Internal Pemerintah/ APIP) dan 
Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) meliputi 
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu, dan pemeriksaan la.innya. 

14. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 
pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang 
berwenang untuk melakukan tindakan dan/ a tau perbaikan. 

15. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal/ lnternal. 

16. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah 
rangka.ian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektora t 
untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi basil 
pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang
Undang. 

17. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemerilrnaan yang selanjutnya disebut Tim TLHP 
BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan. 

BAB II 
M..AKSUD D .. '\.."'! TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah 
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untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil 
T"O"""""' a -~1.,s,.,.,.,..,...,, u'l,g+a-...... n 1 r-1.,.,. ...... Tn+o~,.,.1 
_lJ'-'J.J..LV.1. J.J.\. CA.GLlJ. .L..IJ.'\. I..\,.,.&. J..&.OJ. U.OJ.J. J. .1 L\..,J. .1..&. GU. . 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah 
agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal dapat 
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap 
Hasil Pemeriksaan Ekternal dan Internal, meliputi: 
a . Pemeriksaan Keuai1ga11; 
b. Pemeriksaan Kinerja; dan 
c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. 

BAB IV 
S!STEM.t\T!KA 

Pasal 5 

(1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi: 
I. Pendahuluan. 
11. Maksud dan Tujuan. 
Ill. Ruang Lingkup. 
IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekternal dan Internal. 
V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekternal dan Internal. 
VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekternal dan Internal. 

(2) Pedoman Tindak Lanjut Hasii Pemeriksaan sebagaimana ayat (ij tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu ran 
Bupati ini. 

BABV 
PE-ND.A.."l\JAAN 

Pasal 6 

Setiap anggaran yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati in i 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan 
Porat-•urar-n B"p"ti ini r1 on gan p e-n em""'"t-,:,-nnva r1al"m -Por1't a " aera"h K" 'hup"t0 -n J. V J. I.. J.. \..,(,. Cl ..1. .1. .1. .1. U.\.,..l J. .1. _tJCt.l,,...Q_.&..l.J. J \...&. Cl..i..1. .i..JV.1. J...J .1. .1. ..i. CA.. U 0. \.,.LJ. 

Lamandau. 

t KASUEBAG 

LAKSANA 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 13 September 2019 

---~t.~.1*. U 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 13 September 2019 

MANA 

UPATEN LAMANDAU 
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LAMPIRAN 
PERATURANBUPATILAIIANDAU 
NOMOR 24 TAHUN 2019 
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT 
HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL/ 
INTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN 

LAMANDAU 

SISTEMATIKA PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 

I. PENDAHULUAN 
Menghada pi tun tu tan perkembangan dan pencapaian sasaran 
pembangunan sesuai aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan 
masyarakat dirasakan sangat penting. Hal tersebut diperkuat dengan 
maraknva tun tu tan masvarakat terhadan kineria anaratur nemerintah - .,; ..... .., ..... ,,,,_ 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh 
karena itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan 
akuntabel. 

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus 
yang dimulai dari perencanaan, pengawasan sampai dengan hasil 
pengawasan selesai ditindal<lanjuti. 

Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil 
"'e..-v,ori lcs"an olcstom .... 1 ,.-l ...,.-, •nto..-.-.aJ p omori ... t .... 'h ,.,,..,.;.a, ,.-l;+,,...,d ..... ld .......... ,n t ; ,-..lo'h f.J J.J.J.\.,..&..l.J. CA. J. '-,,.&. \..\..,,.L.L CA.J.. \, ... &.C.A..&. .L .L .Ll.V.LJ..L . V .L.L'\,.;.J...LJ..1.l..CA....I..L \IVC-4:.J J.U U.J.W..L.1. CA.L CA...I. .J..J '-A.l.·J.. V.&.V.L.L 

pimpinan PD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari u paya perbaikan 
manajemen p emerintahan sebagaimana dimaksud diatas, sedangkan 
penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan 
ke·wibav,,aan Pemerint~l-J. Daerah. Kegagala..11 d~la..,n mel~ksanakan tinda..1< 
lanjut hasil pemeriksaan, apapun sebabnya harus disadari sebagai 
pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah dan sumber 
daya aparatur. 

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
.. ,,. ...... ,,, ..... g Oo....-.o.ril rsa"'""' Oo..-.<"Co.l o l a,., ...... ,.-l,., ..,. 'l'"ng=•n,... T .... ,.,al--.. Ko."" ..... gan 1\Torv ...... a 
l.V.L.LLCA...1.J. .L V J..l.J.\., .. 1..1. '\. Cl.J.J. .L \..,, .&. J.5'-'J. .L CU...l \...&.GLlJ. .1. CU.. f>\..4.J. 6 V CA.. VV U .L \..,,\A.CA..J..J. J. .1, '-'f5GL.l ' 

laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan 
laporan basil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang 
tersebut met.vajibka..11 pejabat dala..T. hal ini Bupati ya..11g menerima laporan 
hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan 
hasil pemeriksaan tersebut. 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini 
adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam 
menindaklanjuti h asil pemeriksaan Eksternal dan Internal. 



Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah 
. ' l 1 . h d h '1 ·1 /\ OTO (BOVO T'T' Tl,'l\I agar b.na~c .... anjut ter..1. a ap ..l as1J. pemen csaan £-i ..... .i..l \ .... ..l)...L , .1.a.u.1...11,, 

INSPEKTORAT PROVINS! dan KABUPATEN) dan Ekstemal (Sadan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dapat dilaksanakan secara efektif, 
efisien dan akun tab el. 

RUANG LINGKUP 
Rna-ncr T ;-no(Tlr n-n o~rlrvrn-:,-n 'T'-i-nrlalr T ,:,,.-,;11t H,,,s;1 Po-rno-riksaa"Y\ 1"-ni r,-,o"Y\r-alr,,..., """ll,,A..l..t..t, ,£..,1...L.&...Lb.&.'lt. "'"'4...t-' .... "''-"-"-'.&...L.&.ll,,A..I..&. .A...L..L .... ..._.__~,.... ,J,..,J\.A..L..LJ'-A..'- ................ ..L V-..L.4..L'-'..L...... '-"'-"-"".... .... ........ ,A. ,j,..LV ..L..LV\.A..L"-'-A..l-' 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut, 
meliputi: 
a. Pemeriksaan Keuangan 

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 
Pemerlks:;:i.An lni clibknk-An ("\leh RPK d:;:i.J:;:i,m r:;:i.nekA TnPniherik2_n 

pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan pemerintah. 

b. Pemeriksaan Kinerja 
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonorni dan 
efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan 
bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern 
pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang 
dibiayai dengan keuangan Negara/ daerah diselenggarakan secara 
ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. 

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang 
dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan 
pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini 
adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan 
dan pemeriksaan investigatif. 

III. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 
A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. 

Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diterima oleh Bupati dengan 
tembusan Inspektorat Kabupaten Lamandau kemudian dikoordinasikan 
oleh Wak:il Bupati selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris 
Daerah, Inspektorat dan PD terkait untuk segera menindaklanjuti 
rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan 
urutan: 
I No. I Uraian I Penanggun1,?jawab [ Waktu Pelaksanaan I Keterangan I 

1. Konsep lnspektorat 1-5 hari setelah 
Perintah LHP diterima. 
Bupati 

2. Jawaban PD PD terkait 1-7 hari setelah 
atas perintah Bupati 
rekomendasi cl1ter;TT"\a PD 

3. Rekapitulasi Inspektorat 1-3 hari setelah 
Tindak Lanjut batas waktu 

iawabanPD 
4. Pengiriman Inspektorat 1-3 hari setelah 

laporan tindak draft laporan 
lanjut beserta ditandatangani oleh 
bukti tindak Sekretariat Daerah 
laniut 



B. Kewajiban PD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil 

1. PD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan 
diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang 
ditujukan kepada PD terkait. 

2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa ja,Naban atau penjelasar1 atas 
pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti 
pendukung. 

3. Inspektorat selaku koordinator PD dalam pelaksanaan tindak lanjut 
menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan terkait U-IP BPK RI, BPKP, IT.JEN dan Inspektorat Provinsi, 
sedangkan hasil LHP Inspektorat Kabupaten dikelola mandiri. 

4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SPD wajib memberikan 
alasan yang sah m eliputi kondisi: 

a. Force majeur,. yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, 
revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan 
lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat 
dilaksanakan. 

b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: 
1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan; 
2) pejabat menjadi terpidana; atau 
3) objek yang direkomendasikan dalam sangketa di peradilan. 

c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan 
ekonomis antara lain, yaitu : 
1) perubahan struktur organisasi; dan/atau 
2) perubahan regulasi. 

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan PD terperiksa 
serta Majelis Perimba ngan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 
Ganti Rugi (MP-TPTGR). 
Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berkoordinasi dengan MP-TPTGR 
terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan 
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan 
Keuangan. 

D. Batas Waktu Tindal< Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi. 
Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 
60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam 
kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti 
hasil pemeriksaan al<an dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan yang berlaku. 

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga. 
'rindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang m enyangkut Pihak Ketiga dalam 
penyelesainnya menjadi tanggun g jawab PD terkait. 

IV. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 
Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terdiri dari : 
1 JABATAN' Di\LA,\1 1 JA.BATAN I 

TIM DALAM DINAS 
Pembina Bupati 

TUGAS TIM 

bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tindak lanjut 
hasil en awasan 



Pengarah / Penasehat 1. Wakil Bupati memberikan arah kebijakan 
2. Sekretaris Daerah ~· . . Lanjut Temuan llnOa.K 

Pengawasan 
Ketua Inspektur mengkoordinasikan 

pelaksanaan Tindak Lanjut 
Temuan Hasil Pemeriksaan 

Sekretaris Sekretaris menyusun laporan Tindak 
Laniut 

Anggota I 1. Inspektur a. melakukan pemantauan 
Pembantu tindak lanjut temuan 
vVilayah da:n rekome11da:si TT 0 1 nas11 

2. Kasubag Pemeriksaan untuk 
Perencanaan, segera diselesaikan. 
Evaluasi dan b . menyusun draft 
Pelaporan rekapitulasi hasil 

monitoring Tindak 
Lanjut Temuan 
Pemeriksaan. 

Anggota II Staf Inspektorat mempersiapkan jadwal dan 
pelaksanaan monitoring 
'T'~"""' rl '"'1,. T ~ ~, ,i +- 0~'1.'1 <°',1"""1 

I 
.l llH . .LCln.. .ua.Ilj u L T \.,H.lUCl.1.1 I 
Pemeriksaan di PD . 

V. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 
A. Periode Pelaporan 

Laporan Tindalc Lanjut Hasil Pemerilcsaan dala.."'11 2 periode ~yaitu 
Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember. 

B. Tujuan Pelaporan 
Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukan perkembangan tindak 
lanjut dari PD terkait. 

('. H'nrrn~t T -~pnr~n. 

1. Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 

MATRIK PEMANTAUAN TINDAK LANJUT 
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS 

.. .. . .... . ............................ .. . PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAI-IUN ANGGARAN . ....... .... .. . . 

No Obrik Temuan Rekomendas Hasil Pemantauan Tindak Laniut Nilai penyerahan 
Pemeriksaa i Sesuai Belum 

11 Rekomenda Sesuai Dan 

-· D-X:1.--:-: 
Proses 
Tindal, 
Laniut 

Jml Nilai Jml Nila i Jml Nilai Jml Nilai 
I 2 4 5 6 7 8 9 10 

Belaum Tidak Dapal 
Ditindaklanj Ditindaklanj 

!.:·ti 

Jml 
11 

...... : -.! .... . . o:.l:.· 

alas an 
yangsah 

Nilai J ml Nilai 
12 13 14 

INSPEKTUR 

Ttd 
NAMA 
NIP 

ass et atau 
penyetoran uang 

ke Y.~..9 
Negara/daerah/p 

erusahaan 

15 



No 

I 

2. Format Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut APIP 

Tahun Jumlah J ml 
RND/SND 

Temuan I Saran RND I SND 
2 3 I 4 5 I 6 

I I 

Sebelum Rakor 
Status Jml 

RND SND 
SID I B RND SND 
1 ls I 9 JO I I 

l ! 

Sesudah Rakor 
Status Jml kerugian 

S I D _l B Ditarik I Sisa 
12 I 13 J 14 15 I 16 

I ! I 

INSPEKTUR 

Ttd 
NAMA 
NIP 

Jml Wajib 
Setor 

Ditarik I Sisa 
17 I 18 

! 

Ditetapkan di Nanga Bulik 

Ket 

19 

pada tangga! 13 September 2019 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 13 September 2019 

BUPATI L MANDAU, 

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 



( Tr.a\ PEMEIIINTAH KL\BUPATEN LA~~DAlJ 

@Komp~!~a!!~?' !~e~1!s'!-2~!7':.~!!71078 
~~ Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah 

Kode Pos 7 4662 

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
Nomor : 188/327 /IX/HUK/2019 

Disampaikan dengan hormat : 

Kepada Yth, 

Dari 

Tentang 

Dasar 

Lampiran 

Penjelasan 

Kesimpulan 

Bupati Lamandau 
Up.Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau 

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau 

1. Pedoman Tindak Lan.jut Hasil Pemeriksaan Eksternal/ Internal pada 
Pemerintah Kabupaten Lamandau. 

2. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lamandau. 

3. Standar Biaya Keluaran Operasional kegiatan Pengawasan pada 
Inspektorat Kabupaten Lamandau. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Perundang-U ndangan. 

2 . Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 
Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Pcrubahan Atas Pcrmcndagri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau. 

1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini. 
2 . Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana 

telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, Peraturan ini dapat 
ditandatangani oleh Bupati Lamanda u. 

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau putusan. Terima kasih. 

Nanga Bulik, September 2019 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KAB u, 

ELL H, SH 
NIP. 19760131 200312 1 006 


